PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)

TAHUN 2024

(BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAERAH)




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No.238 ®(0752). 84506 Padang Panjang 27118.
Email : itkopadangpanjang@gmail.com — website: www.padangpanjang.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi
informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara
akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan
dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang,zaFebruari 025
~— Inspektur,
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PENGANTAR

Alhamdulillah atas Rahmat dan Petunjuk-Nya, Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kota Padang Panjang telah dapat menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang memuat Laporan
Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2024, terdiri dari Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan
I s/d Triwulan IV Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) merupakan suatu
perwujudan transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas
penggunaan Anggaran, karena pada LKj IP ini juga melaporkan suatu
pencapaian kinerja dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu
pada Rencana Strategis/Renstra BPKD Kota Padang Panjang tahun
2024-2026.

Dengan disusunnya LKj IP BPKD Kota Padang Panjang tahun
2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus
merupakan suatu langkah nyata guna meningkatkan Kinerja pada

BPKD untuk kedepannya

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam
penyusunan LKj I[P BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini,
disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-

tingginya.




IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam kontek organisasi pemerintah, akuntabilitas kinerja
merupakan satu hal yang mutlak diperlukan sebagai bagian dari
bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah
dilaksanakan. Salah satu wujud dari bentuk pertanggungjawaban
tersebut adalah penyusunan LKj IP. Laporan ini merupakan laporan
yang disusun oleh BPKD sebagai bagian dari bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dilingkup unit kerja
BPKD Kota Padang Panjang, yang terdiri dari pengukuran kinerja
Tahun 2024 sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanat yang
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pertanggungjawaban ini pada prinsipnya merupakan salah satu
kewajiban unit kerja untuk menjelaskan kinerjanya dalam
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya yang diharapkan dapat memberi umpan balik guna
peningkatan efisiensi dan  efektifitas serta  akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah dimasa mendatang.

Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang menjadi Tujuan
OPD nya adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
di bidang keuangan daerah dengan indikator Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah dan target 71 sementara sasarannya adalah
terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akurat dan
berkualitas dengan indikator Opini BPK dengan target yaitu WTP

( Wajar tanpa Pengecualian )

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun

2024 Secara umum Tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan



sebagaimana mestinya dan Segenap aparatur dilingkup Badan
Pengelola Keuangan Daerah telah berupaya semaksimal mungkin
dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah
sebagai pelaksana sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah yaitu dengan melaksanakan Pengelolaan Keuangan
dengan didukung dengan aplikasi sehingga memudahkan dalam
pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan serta
dengan melakukan pengawasan dalam hal verifikasi dan rekonsiliasi
data yang dilakukan secara periodik baik bulanan, Triwulan dan
semester dalam upaya mempertahankan atas Penghargaan terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu WTP dan juga dengan
melakukan Perencanaan yang terukur sesuai dengan yang tertuang
dalam RPJMD, Renstra, Renja hingga menjadi APBD dilaksanakan
hingga sampai pada tahapan Penyerapan anggarannya karna ini
menjadi poin penting dalam penilaian Indeks Pengelola Keuangan
Daerah yang dikeluarkan oleh Kemendagri

Namun dalam Pelaksanaan capaian terhadap Sasaran yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 ada beberapa hal
yang menjadi kendala dalam mencapai Target yang telah ditetapkan
yaitu untuk pencapaian WTP adalah Kualitas/ kapasitas SDM
Pengelola Keuangan yang masih harus ditingkatkan baik Bendahara
maupun Pejabat Pengelola Keuangan ( PPK ) dalam segi memahami
aturan-aturan yang sering berubah untuk dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan atas perubahan Pengelolaan Keuangan tersebut sementara
untuk mendapatkan Skor Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang
ditargetkan pada tahun 2024 ini yang menjadi kendala adalah dimana
pada Tahun 2024 dari 6 dimensi yang menjadi penilaian terhadap Skor
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ada 3 dimensi yang nilai kita

dibawah standar yang ditetapkan, salah satunya yaitu dimensi 1



( Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran )
dimana point yang jadi penilaianya adalah Nomenklatur dengan
penganggaran dimana yang menjadi point penilaiannya kesesuaian
nomenklatur dan penggaraan dari RPJMD sampai menjadi APBD, pada
Tahun 2024 untuk Tujuan , Sasaran, program hingga Sub kegiatannya
sesuai tetapi untuk Penganggarannya hampir seluruh nya berbeda per
tahapan mulai dari RPJMD, renstra, RKPD, KUA hingga menjadi APBD
Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mencapai Tujuan
dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2024 untuk Penghargaan WTP dengan melakukan Rekonsiliasi
dan sinkronisasi data Laporan per bulan antara Pengelola Keuangan
Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Seluruh
bendahara dan Pejabat Pengelola Keuangan ( PPK ) seluruh OPD di
lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan untuk target Capaian
Indeks Pengelola Keuangan Daerah Upaya yang dilakukan dengan
memberikan masukan terhadap pimpinan agar dalam pembuatan
RPJMD sampai dengan Renstra dilakukan Maping agar semua yang
menjadi tujuan di masing — masing OPD sesuai dengan yang telah di
sepakati sampai dengan tahapan pengganggarannya dan terhadap
penyerapan anggaran pada triuwan IV dilakukan evaluasi oleh
Pimpinan terhadap seluruh OPD untuk memilah kegiatan yang fisiknya
telah tercapai 100% tetapi anggaran masih tersisa sehingga menjadi
bahan untuk dasar melakukan Perubahan anggaran karena hal ini lah
menjadi poin penting dalam penilaian Indeks Pegelola Keuangan
Daerah Dimana 2 poin inilah yang menjadi penyebab tidak tercapainya
nilai skor Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang ditargetkan
Akhirnya kami mengucapkan terimakasih, semoga penyusunan
LKj IP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun

2024 ini bermanfaat adanya, khususnya guna peningkatan kinerja



aparatur dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang

Panjang pada tahap selanjutnya.

Padang Panjang, 9 Januari 2025
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BAB I.

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi
penyelenggaraan pemerintahan, maka salah satu kegiatan pada OPD
adalah menyusun Laporan Capaian Kinerja setiap akhir tahun
anggaran yang didahului oleh Laporan Triwulanan dan Semesteran.
Demikian pula halnya dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah
sebagai salah satu unit OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang
Panjang juga melakukan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Iktisar Realisasi Kinerja dimaksud.

Pada Prinsipnya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang
merupakan tolak ukur perbandingan antara target kinerja yang
direncanakan dengan realisasi yang telah dilaksanakan guna melihat
keberhasilan pencapaian tupoksi organisasi dalam hal ini BPKD Kota
Padang Panjang.

Dasar hukum sebagai pedoman dalam penyusunan LKj IP
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang antara lain
adalah :

1. Undang-Undang No.l tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



10;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Peraturan Daerah Padang Panjang nomor 04 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang
Tahun anggaran 2024

Perwako Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

Peraturan Walikota Padang Panjang No0.55 Tahun 2023 tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun
2024 tentang Peerubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 25
tahun 2023

1.2 Maksud dan Tujuan;

Maksud

Maksud penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini adalah Untuk melihat dan
mengetahui sejauh mana capaian kinerja pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan daerah tahun 2024,



dengan melakukan pengukuran kinerja Tahun 2024 sebagai salah
satu unit pelaksana kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang

dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Tujuan;

Selanjutnya penyusunan LKj IP ini juga bertujuan sebagai bahan

media pertanggung jawaban yang terukur dan jelas sebagai

pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Tahun 2024. Hal-hal

yang menjadi tujuan dalam penyusunan LKj IP Badan Pengelola

Keuangan Daerah ini adalah

A. Sebagai dokumen Pertanggungjawaban kinerja Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tahun
2024.

B. Sebagai Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024.

1.3 Penjelasan Umum Organisasi;

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
melaksanakan pelayanan dengan struktur organisasi seperti yang
tercantum pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selain itu, Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjangmelaksanakan tugas
dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 76
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan,

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan



1.3.a

Bidang Pendapatan, terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendataan dan
Pendaftaran;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penetapan dan
Pembukuan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bidang Penagihan
dan keberatan.
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi anggaran dan data
informasi keuangan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Kas
daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perbendaharaan.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substans Verifikasii;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelaporan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Akuntansi.
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Verifikasi
Perencanaan dan Pemanfaatan,;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penatausahaan;
dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengawasan,

Pengendalian dan Penghapusan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola
Keuangan Daerah, setiap unit yang berada dalam struktur organisasi
Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki tupoksi sebagai berikut :
Kepala BPKD, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan
sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di
bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;



1.3.b

pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan
keuangan daerah;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan
daerah;

pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasansesuai tugas dan

fungsinya

Sekretariat,dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh

satuan organisasi di lingkungan BPKD.

Sekretaris mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, evaluasi dan pelaporan;

pengelolaan program  administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta
kehumasan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Subbag dilingkungan sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi :

a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian,

hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

d. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian; dan



1.3.c

1.3.d

e. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

(2) Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program
keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai fungsi:

a. penatausahaan keuangan;

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan,yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pendapatan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola

Keuangan Daerah di bidang Pendapatan yang meliputi pendataan dan

pendaftaran, penetapan dan pembukuan serta penagihan dan

keberatan.

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program
di bidang pendataan dan pendaftaran;

b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program
di bidang penetapan dan pembukuan;

c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program
di bidang penagihan dan keberatan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, yang dikepalai oleh Kepala
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di

bidang Anggaran yang meliputi penyusunan dan pengendalian



1.3.e

1.3.f

anggaran, data dan informasi keuangan daerah, pengelolaan kas

daerah dan perbendaharaan.

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program
penyusunan dan pengendalian anggaran;

b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program data
dan informasi keuangan daerah;

c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program
pengelolaan kas daerah;

d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program
perbendaharaan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan,yang dikepalai oleh Kepala Bidang

Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidangAkuntansiyang

meliputi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di
bidang akuntansi;

b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di
bidang verifikasi,

c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di
bidang pelaporan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dikepalai oleh Kepala
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di
bidang aset daerah yang meliputi penatausahaan, pengawasan,
pengendalian, penghapusan, perencanaan dan pemanfaatan aset.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:



penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program
perencanaan dan pemanfaatanbarang milik daerah;

penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program
pengawasan, pengendalian dan penghapusanbarang milik daerah;
penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program
penatausahaan barang milik daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya

Adapun Stuktur Organisasi BPKD Kota Padang Panjang adalah

sebagaimana tergambar pada gambar berikut ini :
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